
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.984, 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN. Penghasilan. Pajak. 
Pelaporan. Wajib Pajak. Tata Cara. 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 107/PMK.011/2013 
TENTANG 

TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK 
 PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU 

 DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI  
PEREDARAN BRUTO TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima 
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran 
Bruto Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, 
dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang 
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4999); 
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  2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4893); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang 
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan 
Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5183); 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang 
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki 
Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK 
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG 
DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG 
MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU. 

Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 

2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali 
apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun kalender. 

Pasal 2 
(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan 
yang bersifat final. 

(2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria 
sebagai berikut:  
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a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk 
bentuk usaha tetap; dan 

b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan 
dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran 
bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan 
ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

(3) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b meliputi: 
a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, 
dan aktuaris; 

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 
peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; 

c. olahragawan; 
d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan 

moderator; 

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 
f. agen iklan; 

g. pengawas atau pengelola proyek; 
h. perantara; 

i. petugas penjaja barang dagangan; 
j. agen asuransi; dan 
k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel 

marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan 
sejenis lainnya. 

(4) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: 

a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar 
pasang baik yang menetap maupun tidak menetap; dan 

b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan 
umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau 
berjualan. 

(5) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah: 

a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau 
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b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 
beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

Pasal 3 

(1) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) 
tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang 
bersangkutan. 

(2) Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat 
miliar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha 
seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran 
bruto dari: 
a. jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (3); 
b. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri; 

c. usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan 
yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan tersendiri; dan 

d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 
(3) Dalam hal peredaran bruto dari usaha pada Tahun Pajak terakhir 

sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 
pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir 
sebelum Tahun Pajak bersangkutan yang disetahunkan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar pada tahun pajak 2013 sebelum 
Peraturan Menteri ini berlaku, pengenaan Pajak Penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada 
jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai 
dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang 
disetahunkan. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar sejak berlakunya Peraturan 
Menteri ini, pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada 
bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang 
disetahunkan. 

Pasal 4 

(1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah 1% (satu persen). 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

